
a. bahwa dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan 
Pejabat Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui 
Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kendal sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Kepala 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Kendal Nomor 821.2/1998/BKPP tanggal 10 Agustus 2022 
Perihal Draft Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerin tah 
Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan 
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tidak 
sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyampaian dan 
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi; 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6409); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara. Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 
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WL LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi : 
a. Supati; 
b. Wakil Bupati; 
c. Pejabat Pimpinan Tinggi; 
d. Pejabat Administrator; 
e. Pejabat Pengawas; 
f. Pejabat Fungsional Auditor; 

Pasal3 

Diantara ketentuan huruf h dan huruf i Pasal 3 Peraturan 
Supati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kendal, disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf ha, sehingga 
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Peridaftaran , 
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 572); · 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Ka bu paten Kendal Nomor 219); 

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2020 ten tang 
Pedoman Penyampaian dan Pengelolaan Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kendal (Serita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2020 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN SUPATI TENTAN'a PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL. 
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.2 C>22. 

SERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN .. ~-.. NOMOR .. f1- 

NO 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 17 ()l::tci)er .;10~.:2 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPAT KENDAL, ,-- 

l,, 

/ 

DICO M. GANINDUTO 

Ditetapkan di Kendal 
pad a tanggal \ 1 O~\vbw .Jo.J..:l 

BUPATI KENDAL, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kendal. 

Pasal II 

menjadi disetarakan yang ha. Pejabat Administrasi 
Pejabat Fungsional; dan 

1. Direksi BUMD. 

g. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa; 
h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah di Daerah (PPUPD); 


